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Tabel 2.5.

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADH KONSTAN 1993

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2002 - 2004

(%)
Lapangan Usaha 2002 2003 2004
Y @ ()] @
1.PERTANIAN 2.7 489 228
1.1. Tanaman Bahan Makanan 2.68 5.41 4.72
1.2. Tanaman Perkebunan 0.75 1.35 -28.87
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya 205 741 4.14
1.4. Kehutanan 0.73 1.00 27.18
1.5. Perikanan Laut dan Darat 6.49 345 17.51
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 412 224 227
3. INDUSTRI 3.21 0.16 3.40
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 18.02 -5.03 2354
5. BANGUNAN 4.07 220 323
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.62 1.00 1.16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 5.05 230 147
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN 112 1.18 208
9. JASA-JASA 2385 2.08 11.09
Produk Domestik Regional Bruto 275 2.81 3.40

Sumber : BPS Kabupaten Demak *° Demak Dalam Angka 2004 “
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fis 5.2.2 Analisis Kuantitatif
alc Analisis Kuantitatif adalah analisis yang menggunakan data berupa
6. angka — angka perhitungan. Analisis ini dapat diperoleh dengan

menggunakan derajad desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal ( fiscal need),
dan kapasitas fiskal (fiscal capacity)
5.3. Definisi Operasional
Definisi operasional penelitian ini menggunakan variabel — variabel
sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
satuan milyar rupiah. ( UU RI No.33 Tahun 2004).
2. Dana Bagi Hasil
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentrilalisasi
dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).
3. Penerimaan Daerah
Uang yang masuk ke kas daerah dengan satuan milyar rupiah.

( UU RI No.33 Tahun 2004).
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fiskal dengan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan maka semakin besar pula
alokasi Dana yang diterima dari pusat (Edy Suandy Hamid, 2005).
6.4. Upaya / Posisi Fiskal

Upaya fiskal (fax effect) dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

PADj
PDRBj (tanpa migas)

UPPADj =

17.671.121.260
80.526.574.000

UPPADj =

UPPADj =0,2194 = 0,219
Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar (TPADs)

3°1.491.411.048.000 / 45.605.369.000.000

TPADs =
.35

TPADs = 0,0009 = 0,001
Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus:

UPPAD
S

IKPAD = x100%

KPAD; = 222 x100%
0,001

>

IKPADj =2,19%
Perhitungan di atas menunjukkan besarnya IKPADj sebesar 2,19%, hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka fax effect juga semakin

tinggi.
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4. Mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah kota dan
kabupaten di Jawa Tengah yang mengindikasikan sikap over aktif
pemerintah daerah terhadap pentingnya transfer. Bagi pemerintah
pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar
pemerintah dacrah secara intensif menggali sumber-sumber
penerimaan sesuai kewenanganya. Disisi lain, peningkatan alokasi
transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi.
Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah
bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima pusat. Ada
indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan
karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama
pengeluaran rutin. Kencenderungan ini dalam jangka panjang akan

berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.
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